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BAB VI 

PENUTUP 
 

A. Kesimpulan 

 

Berikut ini adalah beberapa kesimpulan hasil pelaksanaan kajian tentang 

keselamatan transportasi jalan di Kota Palangka Raya. 

1. Penyelenggaraan program masing-masing pilar dalam RUNK banyak 

yang sudah dilaksanakan oleh instansi terkait namun ada beberapa 

program dari pilar dalam RUNK yang belum terlaksana ataupun belum 

terlaksana secara maksimal karena belum tahun dan paham mengenai 

prosedur pelaksanaan. Berdasarkan hasil inventarisasi program-

program di dalam Rencana Umum Nasional Keselamatan (RUNK) Jalan 

2011-2035 mencapai 74,43%, dengan rincian pencapaian: Pilar-1 

sebesar 78,75%, Pilar-2 sebesar 68,67%, Pilar-3 sebesar 75%, Pilar-4 

sebesar 72,5%, dan Pilar-5 sebesar 51,45% 

2. Tingkat kecelakaan di Kota Palangka Raya mencapai 57,68% setiap 

100.000/penduduk dan 12,71% per 10.000/kendaraan. Tingkat 

fatalitas mencapai 3,24%. Hal ini menunjukan bahwa kinerja RUNK di 

Kota Palangka Raya sudah baik dilihat dari tingkat fatalitas yang kecil, 

yaitu 3,24%. Namun tingkat kecelakaan masih tinggi dikarenakan 

program dari RUNK belum semuanya terlaksana dengan maksimal.  

3. Berdasarkan hasil analisis dengan menggunakan 4 metode penentuan 

LRK dan perankingan LRK tiap status jalan dari 103 ruas jalan terdapat 

3 jalan yang merupakan blacklink tertinggi dari setiap status jalan yaitu 

Jalan Tjilik Riwut untuk Jalan Nasional, Jalan G.Obos untuk Jalan 

Provinsi, dan Jalan Tingang untuk Jalan Kota selanjutnya analisis lebih 

lanjut mengenai perencanaan perbaikan telah dibahas pada BAB V. 

 

 

 

 



268 
 

B. Saran 

 

Saran terhadap pelaksanaan kinerja keselamatan jalan di Kota Palangka 

Raya diantaranya yaitu : 

1. Perlu adanya forum sebagai pengenalan RUNK ke berbagai instansi 

terutama terkait pembahasan mengenai 5 pilar keselamatan lalu lintas 

agar tiap-tiap stakeholder saling berkoordinasi dan paham akan peran 

dan tanggungjawab guna meningkatkan program-program 

keselamatan agar target RUNK dapat tercapai. 

2. Perlu adanya pelaksanaan terkait program-program RUNK yang belum 

terlaksana serta mengoptimalkan program RUNK yang telah terlaksana. 

3. Perlu adanya evaluasi dalam setiap berbagai capaian atau kegiatan 

kinerja RUNK yang nantinya akan menjadi acuan untuk membentuk 

peningkatan program-program keselamatan yang dinilai masih belum 

optimal. 

4. Perlu adanya penanganan segera terhadap lokasi rawan kecelakaan 

baik dari segi jalan, perlengkapan jalan, serta bahaya sisi jalan dan 

koordinas terpadu oleh 5 stakeholder pilar keselamatan dalam 

penanganan lokasi rawan kecelakaan.  

5. Perlu adanya penilaian secara kualitatif terhadap pencapaian indikator 

RUNK yang lebih spesifik. 
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